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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 97
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dan perubahannya
serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bengkalis dan perubahannya perlu
ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

c. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6962);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1571

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN ,  SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

3.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis.

Bupati adalah Bupati Bengkalis.




10.

11.

(1)

(2)

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkalis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bengkalis.

Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki
fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang
berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan
organisasi.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyai wilayah kerja meliputi beberapa kecamatan dalam
Kabupaten Bengkalis.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana terdiri dari:

a. sekretariat, terdiri dari:
1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
2. subbagian keuangan dan perlengkapan.




(2)

(3)

b. bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
bidang perlindungan hak perempuan dan anak;

bidang kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak
anak;

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

bidang keluarga sejahtera, data dan informasi;

m o~ o

kelompok JF; dan
h. UPTD.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh
Kepala Dinas, sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, bidang
dipimpin oleh Kepala Bidang, dan subbagian dipimpin oleh
Kepala Subbagian.

Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pejabat manajerial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

a.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan
pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b;

Sekretaris merupakan pejabat administrator atau eselon IIl.a;

Kepala Bidang merupakan pejabat administrator atau eselon
III.b; dan

Kepala Subbagian merupakan pejabat pengawas atau eselon
IV.a.

BAB I1I
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(1)

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:




(3)

(1)

(2)

a. perumusan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan
pendukung di bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

€. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

g pelaksanaan administrasi pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh
kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pelayanan administrasi,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan, dan
pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan
kepegawaian.

Sekretariat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan
administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan
pengusulan rencana strategis, rencana kerja perangkat
daerah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, dan
laporan kinerja pemerintah pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan Kkriteria perencanaan program, keuangan,
perlengkapan, dan pengelolaan barang milik Daerah, serta
umum dan kepegawaian,;




(3)
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c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
terkait pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada
Kepala Dinas; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh
kelompok JF dan pelaksana.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

a.

menyusun, merumuskan, dan membagi tugas jabatan pelaksana
serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan kelompok JF
pada subbagian umum dan kepegawaian;

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada
subbagian umum dan kepegawaian;

menyusun dan membina pelaksanaan standar operasional
prosedur pelayanan umum dan kepegawaian;

melaksanakan kegiatan ketatausahaan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan
upacara, serta kegiatan keprotokolan;

mengumpulkan, menyusun, dan mengolah bahan data informasi
untuk kepentingan masyarakat;

melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,
kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

melaksanakan koordinasi dan pelayanan  administrasi
kepegawaian antara lain kartu pegawai, kartu istri /kartu suami,
kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tabungan dan
asuransi pegawai negeri, pemberian penghargaan dan cendera
mata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar
hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan
pejabat, penilaian kinerja pegawai, hukuman disiplin pegawai,
kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data
kepegawaian, penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja,
peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi,
dan evaluasi jabatan, pensiun pegawai, dan urusan
kepegawaian;

melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan
pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian, dan
pemeliharaan arsip;




melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada
subbagian umum dan kepegawaian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 8

Subbagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas:

a.

merencanakan kegiatan subbagian keuangan dan perlengkapan
berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data
yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian keuangan
dan perlengkapan;

mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data,
serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan
tugas subbagian keuangan dan perlengkapan sebagai kerangka
acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
tugas subbagian keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan
bahan dalam rangka pemecahan masalah;

mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara
pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan
barang, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang;

melakukan pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi
kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara
pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang, dan
pembantu pengurus barang;

menghimpun dan menyiapkan bahan dan data untuk
penyusunan rencana kebutuhan barang;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang
mencakup administrasi gaji aparatur sipil negara, gaji tenaga
alih daya, insentif aparatur sipil negara, melakukan usulan
kenaikan gaji berkala, melakukan pembukuan, membuat
laporan pertanggungjawaban keuangan, evaluasi, dan laporan
kegiatan keuangan Dinas Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

melakukan pengawasan terhadap inventaris barang, membuat
kartu inventaris barang, dan membuat kartu inventaris ruangan;

mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset,
tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, ganti rugi, serta proses
administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai
bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;




membuat laporan hasil pelaksanakan tugas subbagian
keuangan dan perlengkapan sebagai bahan
pertanggungjawaban; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

(1)

(2)

Pasal 9

Bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun,
melaksanakan, mengoordinasi, mengevaluasi, dan
mengendalikan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan gender.

Bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;

b. pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan
terkait bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan
gender;

c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan
di bidang pemberdayaan perempuan dan Kkesetaraan
gender;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan dengan instansi terkait lintas sektoral agar
terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam
upaya pembinaan program, pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan gender;

€. penyusunan data, standar operasional prosedur, dan
pedoman kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan gender;

f. pelaksanaan koordinasi program melalui kegiatan pada
rencana kerja pemerintah Daerah dan sinkronisasi
perumusan rencana pembangunan jangka menengah mulai
dari pedesaan terkait pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan gender;

g pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, mentoring, dan
peningkatan kompetensi analisis serta evaluasi di bidang
pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender,

h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan gender;

i. pelaksanaan administrasi, koordinasi, fasilitasi,
pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemberdayaan
perempuan dan kesetaraan gender;

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada
pimpinan; dan



(3)

k.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan
Gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh
kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Bidang perlindungan hak perempuan dan anak mempunyai
tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan,
mengoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi
di bidang perlindungan hak perempuan dan anak.

Bidang perlindungan hak perempuan dan anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan
rencana  program/kegiatan dan anggaran bidang
perlindungan hak perempuan dan anak;

penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar
operasional prosedur bidang perlindungan hak perempuan
dan anak;

pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan
kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak;

penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
di bidang perlindungan hak perempuan dan anak;

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan
anak;

pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan dan
sosialisasi di bidang perlindungan hak perempuan dan
anak;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak
perempuan dan anak;

penguatan  kelembagaan dan  jejaring  kebijakan
perlindungan hak perempuan dan anak;

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan kegiatan lingkup perlindungan hak perempuan dan
anak; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan
pelaksana.




(2)
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Bagian Kelima
Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang
dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 11

Bidang kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak
anak mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun,
melaksanakan, mengoordinir, mengevaluasi, dan
mengendalikan fungsi di bidang kelembagaan tumbuh
kembang dan pemenuhan hak anak.

Bidang kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan
rencana  program/kegiatan dan anggaran bidang
kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak;

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar
operasional prosedur bidang kelembagaan tumbuh
kembang dan pemenuhan hak anak;

c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan
kebijakan kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan
hak anak;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan terkait kelembagaan tumbuh kembang anak,
pemenuhan hak anak atas hak sipil, informasi, partisipasi,
pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan,
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya;

e. pelaksanaan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi,
informasi, komunikasi, sinkronisasi, bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan terkait kegiatan
kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak
atas hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan,
kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan,
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelembagaan layanan
tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha, media
massa tingkat kabupaten menuju kabupaten layak anak;

g penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak anak:

h. penyiapan pemberian bantuan dan penghargaan atas
evaluasi penerapan kelembagaan tumbuh kembang anak,
pemenuhan hak anak atas hak sipil, informasi, partisipasi,
pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan,
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya;

1. pelaksanaan penyusunan data serta informasi gender dan
anak terkait kelembagaan tumbuh kembang anak,
pemenuhan hak anak atas hak sipil, informasi, partisipasi,
pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan,
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya;
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pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan kelembagaan tumbuh kembang dan
pemenuhan hak anak; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan
Pemenuhan Hak Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 12

(1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun,
melaksanakan, mengoordinasi, mengevaluasi, dan
mengendalikan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.

(2) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.

pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan
rencana  program/kegiatan dan anggaran bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar
operasional prosedur bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan
kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
dengan instansi/pihak terkait;

pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

pelaksanaan koordinasi, advokasi, fasilitasi, bimbingan
teknis, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi,
pencatatan, dan pelaporan;

pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga
berencana, petugas lapangan keluarga berencana, institusi
masyarakat pedesaan, dan kader;

pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan
pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;

pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan
kesertaan ber-keluarga berencana;

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian
penduduk, penyuluhan, penggerakan, dan keluarga
berencana; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF
dan pelaksana.
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Bagian Ketujuh

Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi

Pasal 13

Bidang keluarga sejahtera, data dan informasi mempunyai
tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan,
mengoordinasi, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi
di bidang keluarga sejahtera, data dan informasi.

Bidang keluarga sejahtera, data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan
rencana program/kegiatan dan anggaran bidang keluarga
sejahtera, data dan informasi;

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar
operasional prosedur bidang keluarga sejahtera, data dan
informasi;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan kepada Kepala Dinas;

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan kegiatan keluarga sejahtera, data dan informasi;

e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
keluarga sejahtera, data dan informasi;

f.  promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga; dan

g pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh kelompok JF dan
pelaksana.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.

JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas JF.

JF melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan
penugasan.
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Kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit
kerja, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis, jenjang, dan pembinaan JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 15

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat
dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara
operasional berkoordinasi dengan camat.

Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja
melalui pola konsultatif dan koordinatif.

Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan,
tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang
sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian
tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar
dari tumpang tindih dan duplikasi program kegiatan secara
substansi serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai
pembidangannya.
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(6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban
dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi
serta kewenangannya.

(7) Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama
atau eselon II.b, pejabat administrator atau eselon Ill.a dan I1L.b,
pejabat pengawas atau eselon IV.a, Pejabat Fungsional, dan
pelaksana.

(8) Tata cara dan sistem penugasan JF dan pelaksana berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana menerapkan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

Pejabat manajerial, pelaksana, dan kelompok JF di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat manajerial, pelaksana, dan kelompok JF yang ada, tetap
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan
ditetapkannya atau dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 97 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 51); dan

b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 106 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 43),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.
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